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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of tax authorities services, taxpayer awareness, tax 

sanctions and tax socialization on taxpayer compliance in paying rural and urban land and 

building tax (PBB-P2) in Bogor City. The population in this study were all PBB-P2 taxpayers in 

Bogor City. The sampling method used in drawing samples was purposive sampling. Based on the 

Slovin formula, the number of samples or respondents in this study was 400 PBB-P2 taxpayers 

with the sampling technique classified into probability sampling with proportional sampling. The 

results of the study showed that simultaneously tax authorities services, taxpayer awareness, tax 

sanctions and tax socialization had a positive effect on PPB-P2 taxpayer compliance. Partially, 

tax authorities services, taxpayer awareness, tax sanctions and tax socialization had a positive 

effect on PBB-P2 taxpayer compliance. 

 

Keywords: Awareness, Compliance and Land and Building Tax, Sanctions, Socialization, Tax 

Services. 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan petugas pajak, kesadaran 

wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaaan (PBB-P2) di Kota Bogor. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kota Bogor. Dalam penarikan sampel 

digunakan metode purposive sampling. Berdasarkan rumus slovin didapatkan jumlah sampel atau 

responden dalam penelitian ini sebanyak 400 wajib pajak PBB-P2 dengan teknik pengambilan 

sampel digolongkan kedalam probability sampling dengan proportional sampling. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa secara simultan pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak 

dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPB-P2. Secara parsial 

pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib PBB-P2. 

 

Kata Kunci: Kepatuhan dan Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran, Pelayanan Petugas Pajak,  

Sanksi, Sosialisasi.   
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara 

berkembang dengan pertumbuhan wirausaha 

yang tinggi dan berperan penting dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Banyaknya wirausahawan berdampak pada 

tingginya pembayaran pajak bumi dan 

bangunan. Pajak menjadi sumber penerimaan 

internal terbesar dalam APBN. Pajak 

merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh wajib pajak. Penerimaan pajak 

oleh negara nantinya akan digunakan untuk 

pembangunan dan penyelenggaraan negara 

(Waluyo, 2017).  

Salah satu pajak yang dibebankan 

kepada masyarakat adalah Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang 

sifanya objektif atau ditentikan oleh keadaan 

objeknya yaitu bumi dan bangunan. Suandy 

(2015) menyatakan PBB sebagai kewajiban 

pajak yang dibebankan atas kepemilikan tanah 

dan bangunan, artinya pajak ini bersifat 

kebendaan akan objek tanah atau bangunan 

dari subjek yang tidak ikut menentukan 

besaran pajaknya. Besaran pajak bumi dan 

bangunan berdasarkan Pasal 41 Undang-

undang No. 1 Tahun 2022 sebesar maksimal 

0,5% sebelum UU HKPD terbit dan berkisar 

0,1-0,3%, namun apabila NJKP 20-100% 

maka NJOP tidak kena pajak.  

Perkembangan rasio antara Jumlah 

Nomor Objek Pajak dan Jumlah Surat Tanda 

Terima Setoran (STTS) pada tahun 2017-2023 

pada Bapenda Kota Bogor mengalami keadaan 

yang kurang stabil setiap tahunnya. Presentase 

tertinggi dapat di lihat pada tahun 2019, akan 

tetapi angka tersebut hanya sebesar 67,28% 

dimana presentase tersebut masih tidak terlalu 

tinggi karena masih ada sekitar 32,72% Nomor 

Objek Pajak yang masih menunggak. Masih 

tingginya wajib pajak PBB di Kota Bogor yang 

menunggak menunjukkan bahwa kepatuhan 

wajib pajak masih rendah, hal ini diduga 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, 

sanski pajak dan sosialisasi pajak (Rahayu, 

2017).  

Pelayanan fiskus yaitu berupa pelayanan 

yang disediakan oleh pemerintah agar 

memberikan kenyamanan dan kemudahan 

ketika wajib pajak ingin membayarkan 

pajaknya seperti Dirjen Pajak dan Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bogor. Pelayanan 

Petugas Pajak diambil karena dengan 

maksimal pelayanan dari pemerintah terhadap 

wajib pajak. Pelayanan Petugas Pajak 

kemungkinan yang besar akan meningkatkan 

kepatuhan untuk membayar pajak (Fuadi dan 

Mangoting, 2013).  

Kesadaran wajib pajak digambarkan 

dengan kesungguhan wajib pajak 

melaksanakan kewajibannya membayar dan 

melaporkan pajaknya. Kesadaran wajib pajak 

diambil karena tanpa adanya faktor internal 

yaitu kesadaran wajib pajak itu sendiri maka 

kedua faktor eksternal yang telah disebutkan di 

atas tidak akan berjalan maksimal, karena tidak 

ada kontrol dari dalam diri wajib pajak 

tersebut, sehingga wajib pajak tersebut 

berkeinginan atau memiliki niat atas dirinya 

sendiri untuk melaksanakan pembayaran pajak 

(Supriyati dan Hidayati, 2008). 

Sanksi pajak yang tegas yang 

dikeluarkan oleh pemerintah akan mendorong 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

mereka untuk membayar pajak karena mereka 

lebih khawatir tentang sanksi yang akan 

mereka terima. Ini akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi 

peraturan pajak. Sanksi yang dimaksud 

diberikan dalam bentuk sanksi administrasi, 

denda, atau pidana. Pada hakikatnya, sanksi 

perpajakan diberlakukan untuk memastikan 

bahwa pihak yang bertanggung jawab atas 

pajak memenuhi kewajiban perpajakannya 

(Siamena et al, 2017).  

Faktor selanjutnya adalah sosialisasi 

pajak, sosialisasi pajak sangat penting untuk 

wajib pajak agar mereka tahu bagaimana 

menjadi wajib pajak yang baik dan 

mendapatkan informasi terbaru dan relevan. 

Sosialisasi pajak dilakukan dengan 

pemberitahuan pembayaran pajak yang akan 

segera jatuh tempo dan metode pembayaran 

pajak yang lebih mudah, yaitu melalui internet 

(Dharma et al, 2014).  

Adanya Pelayanan Petugas Pajak, 

kesadaran wajib pajak, sanski pajak dan 

sosialisasi pajak sangat penting untuk terus 

meningkatkan kepatuhan wajin pajak. Hal ini 
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didukung dengan penelitian terdahulu seperti 

Pravasanti (2020) menyatakan bahwa 

kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan 

sosialisasi pajak berpengaruh positif secara 

bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Tidak jauh berbeda hasil penelitian Mumu, dkk 

(2020) menyatakan jika pelayanan dan 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 

1991) merupakan pengembangan dari Theory 

of Reasoned Action yang bertujuan untuk 

memperlihatkan hubungan dari perilaku- 

perilaku yang dimunculkan oleh individu 

untuk menanggapi sesuatu. Dalam Theory of 

Planned Behavior (TPB) ditambahkan satu 

variabel yaitu kontrol keperilakuan yang 

dipresepsikan yang belum dijelaskan dalam 

Theory of ReasonedAction (TRA). 

TPB menjadi relevan dengan studi ini 

dikarenakan menjelaskan sikap wajib pajak 

untuk memenuhi keharusan pajaknya. Dalam 

konteks penelitian ini, perasaan dapat 

dikaitkan dengan perilaku atau sikap seseorang 

terhadap suatu objek. Perasaan berasal dari 

evaluasi seseorang terhadap pendapat mereka 

tentang akibat dari perilaku tertentu. Seberapa 

penting keputusan seseorang untuk patuh pajak 

dipengaruhi oleh pertimbangan logis tentang 

keuntungan pajak dan pengaruh orang lain 

yang mempengaruhi keputusan tersebut. 

Pajak adalah sumbangan wajib yang 

dibayar oleh pribadi, perusahaan, atau entitas 

lainnya kepada negara untuk membiayai 

berbagai kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan. Tidak ada imbalan langsung 

yang diterima oleh pembayar pajak, kecuali 

keuntungan umum dari kebijakan pajak. Ada 

beberapa jenis pajak yang dibebankan kepada 

masyarakat baik yang sifatnya langsung 

maupun tidak langsung, salah satunya adalah 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  

PBB adalah pajak kebendaan yang 

dikenakan pada bumi dan bangunan. 

Subjeknya meliputi orang atau badan yang 

memiliki penguasaan dan manfaat atas bumi 

yang besarannya ditentukan oleh keadaan 

objek yaitu bumi, tanah, ataupun bangunan. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

memberikan kewenangan untuk memungut 

pajak (taxing power). Salah satu jenis pajak 

baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2). UU Nomor 1 Tahun 2022 

mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah 

pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha 

Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan 

(P3). 

Siregar dkk (2012) Pelayanan petugas 

pajak adalah pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu 

sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan. Pelayanan petugas pajak 

dapat diartikan sebagai cara petugas pajak 

dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan 

segala keperluan yang dibutuhkan seseorang 

yang dalam hal ini adalah wajib pajak. 

Untuk dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, 

mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi 

apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait 

dengan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa 

pelayanan fiskus merupakan layanan yang 

diberikan kepada masyarakat oleh pihak pajak 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Kesadaran adalah keadaan tahu, 

mengerti, dan merasa. Kesadaran wajib pajak 

adalah dimana wajib pajak mengetahui, 

memahami, dan melaksanakan ketentuan 

perpajakan dengan benar. pengetahuan dan 

pemahaman tentang perpajakan sangat penting 

karena dapat membantu wajib pajak dalam 

mematuhi aturan dalam memenuhi kwajiban 

dalam membayar pajak. Menurut Safri (2013), 

kesadaraan adalah perilaku seseorang yang 

terhadap suatu objek yang melibatkan perasaan 

dan anggapan untuk bertindak sesuai objek 

tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan 

kesadaran dalam membayar 29 pajak 

merupakan perilaku wajib pajak berupa 

perasaan yang melibatkan keyakinan dan 

pengetahuan mengenai pajak tersebut. Dengan 

demikian kesadaran wajib pajak adalah suatu 
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perilaku atau tindakan wajib pajak untuk 

mempunyai rasa tanggung jawab dalam hal 

perpajakan. 

Mardiasmo (2016) Sanksi pajak 

merupakan jaminan bahwa ketentuan 

perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. 

Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang 

tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi 

pajak merupakan jaminan agar Wajib Pajak 

dalam membayar pajak dan demi 

menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan 

kesadaran Wajib Pajak (Tax compliance) 

terhadap kewajiban perpajakanannya, juga 

sebagai sarana bila terjadi kelalaian, 

pelanggaran ataupun kejahatan terhadap 

kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi 

administrasi dan pidana M. Farouq, (2018). 

Jadi, dapat dikatakan bahwa sanksi pajak 

adalah sebuah hukuman bagi Wajib Pajak yang 

tidak mematuhi peraturan-peraturan dalam 

memenuhi kewajibannya dalam membayar 

pajak baik berupa sanksi administrasi atau 

sanksi pidana. 

Ananda et al, (2015). Sosialisasi 

merupakan pembelajaran suatu nilai, norma 

dan pola perilaku, yang diharapkan oleh 

kelompok sebagai suatu bentuk reformasi 

sehingga menjadi organisasi yang efektif. Bila 

dikaitkan dengan bidang perpajakan, 

sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi 

dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai 

segala sesuatu yang ada korelasinya dengan 

bidang perpajakan. 

Sosialisasi diharapkan dapat membawa 

pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi 

negara dan bukan hanya dapat meningkatkan 

pengetahuan wajib 20 pajak tentang peraturan 

perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan 

dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib 

pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga 

akan meningkat sesuai dengan target 

penerimaan yang ditetapkan Cahyadi & Jati 

(2016). Sosialisasi pajak yang dilaksanakan 

harus efektif dan tepat sasaran sehingga 

harapan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak dapat tercapai. 

Kepatuhan wajib pajak berarti wajib 

pajak memenuhi kewajiban pajaknya sesuai 

dengan peraturan dan hukum yang berlaku. 

Pendaftaran yang patuh, pembayaran pajak 

yang tepat waktu, pelaporan ketaatan pajak, 

perhitungan pajak yang akurat, dan keakuratan 

dalam menentukan jumlah pajak yang harus 

dibayar adalah komponen atau indikasi 

kepatuhan wajib pajak (Puspanita et al., 2020). 

Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti 

pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib 

pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak. 

Mangoting & Fuadi (2013), penyebab 

rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan 

oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas 

pajak. Sistem self assessment yang berlaku di 

Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan 

kepercayaan penuh untuk melaksanakan 

kewajiban pembayaran pajak dengan 

menghitung, membayar, dan melaporkan 

pajaknya sendiri. Oleh karena itu agarself 

assessment dapat berjalan dengan baik, 

pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Pajak menjalankan salah satunya fungsinya 

yaitu fungsi pelayanan. Hasil dari penelitian 

sebelumnya oleh Putra, Pascarani, & 

Supriliyani (2015) dan Erawati & Parera 

(2017) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Menurut Erawati & Parera (2017) 

kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai 

bentuk moral dalam menyumbangkan 

kontribusi kepada negara atau daerah guna 

meningkatkan pembangunan sekaligus sebagai 

bentuk usaha untuk mematuhi peraturan 

perpajakan yang ditetapkan. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Saputra K, A & I Yoman 

P, E (2022) menyatakan bahwa kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerimaan PPB-P2. 

Mardiasmo (2016) merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi, 

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 

alat pencegah agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak 

memiliki peran penting guna memberikan 

pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak 

meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi 

pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak 

takut untuk melanggar Undang-undang 

Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi 
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pembayaran pajaknya bila memandang bahwa 

sanksi akan lebih banyak merugikannya. Hasil 

dari penelitian sebelumnya oleh Erawati & 

Parera (2017) menjelaskan bahwa sanksi pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sosialiasi pajak proses pemberian 

pengetahuan tentang pajak kepada masyarakat 

secara mendalam agar masyarakat bisa 

memahami tentang norma perpajakan yang 

berlaku, serta memberi pengetahuan tata cara 

pembayaran dan pentingnya membayar pajak 

demi pembangunan nasional. Hasil dari 

penelitian sebelumnya oleh Riyanda 

Topowijono (2014) menjelaskan bahwa 

sosialisasi pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan 400 orang yang memiliki 

tunggakan pembayaran pajak bumi dan 

bangunan sebagai subjek studi. Metode 

pengambilan sampel dengan cara purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan kriteria tertentu seperti warga Kota 

Bogor, merupakan wajib pajak PBB dan 

menunggak pembeyaran PBB. Adapun jenis 

informasi yang dipakai informasi primer juga 

sekunder. Cara pengambilan informasi 

dilaksanakan melalui pembelajaran 

kepustakaan serta pembelajaran lapangan, 

dengan menggunakan penyebaran kuesioner 

yang berisi pernyataan yang sudah disiapkan 

terlebih dahulu melalui survei online melalui 

google form, wawancara dan observasi 

(Sugiyono, 2017).  

Uji instrumen dilakukan melalui 

pengujian validitas serta reliabilitas yang 

menegaskan jika item pernyataan pada studi ini 

valid serta semua variabel yang digunakan 

reliabel. Selain itu, uji asumsi klasik dilakukan 

untuk melihat persamaan regresi terdistribusi 

sesuai, terbebas multikolinearitas serta tidak 

ada heterokedastisitas. Informasi yang 

dikumpulkan selanjutnya dianalisa memakai 

anlisa regresi berganda, analisa koneksi 

berganda, analisa koefisen dan pengujian 

hipotesis (Sugiyono, 2017).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Instrumen 

Pengujian validitas dilaksanakan dalam 

mempertimbangkan pertanyaan yang ada pada 

angket. (Sugiyono, 2017) pengujian ini dipakai 

dalam pengukuran yang semestinya diukur. 

Validitas pada informasi dicapai apabila 

pertanyaan itu bisa mengungkap apapun yang 

akan terungkap. Adapun hasil pengujian 

validitas terhadap semua nomor pertanyaan 

pada studi ini menggambarkan jika semua butir 

pertanyaan variabel pelayanan fiskus, 

kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi 

pajak dan kepatuhan wajib pajak dikatakan 

valid, dikarenakan rhitung paling besar 

daripada rtabel (0,098). 

Sementara itu, pengujian reliabilitas 

bermanfaat agar mengetahui kemampuan 

penilaian angket, diartikan jika alat studi jika 

pengujian di kumpulan yang sama meskipun 

perbedaan waktu, outputnya sama. Adapun 

output pengujian reliabilitas menggambarkan 

bahwa penilaian cronbach alpha untuk seluruh 

faktor nilainya paling besar 0,60 maka hasilnya 

andal. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian normalitas merupakan 

pengujian dalam pengujian pada permodelan 

regresi, faktor pengganggu ataupun residual 

mempunyai distribusi normal. Maka perolehan 

pengujian normalitas berikut ini:

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

  Unstandardized Residual 

N                          400 

Normal Parametersa,b Mean                ,0000000 

 Std. Deviation 1.57255367 

Most Extreme Differences Absolute ,080 

 Positive ,080 

 Negative -,059 

Test Statistic  ,080 

Asymp. Sig. (2-tailed)   ,114c 

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 26, 2024 
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Berlandaskan Tabel 1. Menggambarkan 

jika studi terdistribusi normal melalui penilaian 

signifikasi senilai 0,114 berarti penilaian 

Asymp Sig diatas 0,05. 

Pengujian multikolinieritas bermaksud 

agar pengujian permodelan regresi diperoleh 

adanya kolerasi antar faktor bebas 

(independen). Maka perolehan pengujian 

multikolinearitas ialah: 

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

 

 

 

 

Sumber :  

Berlandaskan Tabel 2 bisa diketahui 

jika penilaian kurang 10 daripada penilaian 

VIF serta penilaian tolerance lebih dari 0,1 

maka bisa disimpulkan jika permodelan 

regresi dalam faktor pelayanan Petugas 

Pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak 

dan sosialisasi pajak tidak adanya gejala 

multikolinearitas. 

Berasaskan (Ghozali, 2018), pengujian  

heteroskedastisitas merupakan pengujian 

dalam uji apakah dalam sebuah permodelan 

regresi terjadinya perbedaan variasi pada 

residual suatu studi ke studi lainnya. 

Adapun hasil pengujian heterokedastisitas 

berikut ini : 

Tabel 3 Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.210 .621  11.602 .000 

Pelayanan Petugas Pajak (X1) -.108 .027 -.239 -4.047 .072 

Kesadaran Wajib Pajak (X2) -.073 .031 -.137 -2.382 .068 

Sanksi Pajak (X3) -.076 .034 -.133 -2.250 .055 

Sosialisasi Pajak (X4) -.030 .027 -.063 -1.134 .076 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 26, 2024 

  

Berdasarkan output di atas diketahui 

nilai signifikasi (Sig.) untuk semua variabel 

independent lebih besar dari 0,05 maka 

sesuai dengan dasar pengambilan dalam uji 

glejser dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala heterokedastisitas dalam 

model regresi. Sehingga data yang 

digunakan bisa dilanjutkan ke proses untuk 

diuji ke tahap selanjutnya. 

 

Hasil Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh pelayanan 

Petugas Pajak, kesadaran wajib pajak, 

sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan pada Bapenda 

Kota Bogor dapat dianalisis melalui regresi 

linear berganda, berikut rekapitulasi hasil 

perhitungannya: 

 

 

 

 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Pelayanan  Petugas Pajak ,567 1,763 

Kesadaran wajib pajak ,596 1,679 

Sanksi pajak ,568 1,760 

Sosialisasi pajak ,648 1,543 
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Tabel 4 Hasil Analisis Data  

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients  

t Sig. 

  B Std. 

Error 

Beta   

1 (Constant) 4.188 .972  4.309 .000 

 Pelayanan Petugas Pajak (X1) .125 .042 .147 2.990 .003 

 Kesadaran Wajib Pajak (X2) .237 .048 .238 4.955 .000 

 Sanksi Pajak (X3) .288 .053 .269 5.464 .000 

 Sosialisasi Pajak (X4) .167 .042 .183 3.978 .000 

 ttabel 1,966     

 Fhitung 82,741     

 Sig 0,000     

 Ftabel 2,39     

 R .675     

 R2 .456     

 Adjusted R2 .450     

 Alpha (a) 5%     

Sumber : Output pengolahan data dengan SPSS 26, 2024 

 

Model persamaan regresi dengan 

model taksiran adalah  

Y= 4,188 + 0,125X1 + 0,237X2 +0,288X3 

+0,167X4 + e 

Nilai koefisien regresi untuk variabel 

Pelayanan Petugas Pajak sebesar 0,125 yang 

bernilai positif dan searah yang bermakna 

apabila pelayanan Petugas Pajak meningkat, 

maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan semakin tinggi. Nilai 

koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 

0,237 yang bernilai positif dan searah artinya 

apabila kesadaran wajib pajak meningkat, 

maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. 

Nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 

0,288 yang bernilai positif dan searah yang 

bermakna apabila sanksi pajak meningkat, 

maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak semakin tinggi. Nilai koefisien regresi 

sosialisasi pajak sebesar 0,167 yang bernilai 

positif dan searah artinya apabila sosialisasi 

pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak 

membayar pajak semakin tinggi.  

Analisis korelasi berganda menunjukkan 

angka korelasi 0,675 yang berarti memiliki 

hubungan yang kuat. Sedangkan besarnya 

Adjusted R square sebesar 0,450 atau 45%. Hal 

ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh pelayanan Petugas Pajak, kesadaran 

wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 45% 

sedangkan sisanya 55% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini seperti sistem administrasi 

pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak dan 

penegakan hukum pajak. 

Hasil pengujian menggunakan uji F, 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 82,741. 

Sedangkan nilai Ftabel sebesar 2,39. Maka 

didapat Fhitung > Ftabel dengan signifikansi F 

sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima artinya dengan tingkat 

95% bahwa pelayanan Petugas Pajak, 

kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan 

sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak berpengaruh dan signifikan secara 

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak 

pembayaran PBB di Kota Bogor. 

Hasil uji t diperoleh nilai thitung untuk 

pelayanan Petugas Pajak sebesar 2,990, 

sedangkan ttabel 1,966 maka thitung > ttabel 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 < 0,05 

artinya bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

Dapat disimpulkan pelayanan Petugas Pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi 

dan bangunan  Hasil uji t diperoleh nilai 

thitung untuk kesadaran wajib pajak sebesar 

4,955, sedangkan ttabel 1,966 maka thitung > 

ttabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 

< 0,05 artinya bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak. Dapat disimpulkan kesadaran wajib 
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pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.   

Hasil uji t diperoleh nilai thitung untuk 

sanksi pajak sebesar 5,464, sedangkan ttabel 

1,966 maka thitung > ttabel dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05 artinya bahwa 

Ha diterima dan Ho ditolak. Dapat disimpulkan 

sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.  Hasil uji 

t diperoleh nilai thitung untuk sosialisasi pajak 

sebesar 3,978, sedangkan ttabel 1,966 maka 

thitung > ttabel dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 artinya bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak. Dapat disimpulkan 

sosialisasi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap kepatuhan 

wajib pajak membayar pajak bumi dan 

bangunan  di Kota Bogor.   

 

Pembahasan 

Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib 

Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak  

Berdasarkan hasil pengujian uji F dalam 

penelitian ini menunjukan pelayanan Petugas 

Pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan 

sosialisasi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan secara simultan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Seorang wajib pajak yang puas 

akan pelayanan instansi pembayaran pajak, 

memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya 

membayar pajak, instansi secara aktif 

mengedukasi masyarakat untuk lebih sadar 

akan pentingnya membayar pajak dan adanya 

norma sosial terhadap ketidakpatuhan sebagai 

tindakan pelanggaran dalam proses 

pembayaran pajak PBB, maka masyarakat 

akan lebih mematuhi kebijakan tersebut. Hasil 

ini dipekuat dengan Pravasanti (2020) 

menyatakan bahwa kesadaran perpajaka, 

sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh 

positif secara bersama-sama terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan studi dari 

Mumu et al, (2020) menyatakan jika pelayanan 

dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Pelayanan Petugas Pajak 

Berdasarkan hasil pengujian t 

menunjukkan bahwa pelayanan Petugas Pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak PBB. Rasa puas 

masyarakat atau wajib pajak  atas pelayanan 

yang diberikan Petugas Pajak memuat 

masyarakat merasa nyaman dan menaruh 

kepercayaan penuh pada pembayaran pajak 

terhadap instansi dalam hal ini Bapenda.  

Allingham dan Sandmo (1972) 

berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, 

termasuk adanya interaksi wajib pajak dengan 

petugas pajak. Pelayanan yang baik, 

transparan, dan ramah dapat menurunkan rasa 

takut atau kecurigaan wajib pajak terhadap 

pemeriksaan dan sanksi, serta meningkatkan 

kepercayaan terhadap sistem perpajakan itu 

sendiri. Sebaliknya, pelayanan yang buruk atau 

tidak profesional bisa menimbulkan rasa tidak 

puas dan memperburuk kepatuhan pajak. 

Hal ini sesuai penelitian Syafira dan 

Nasution (2021) menunjukan bahwa pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

 

Kesadaran Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil uji t, variabel kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sikap 

sukarela wajib pajak untuk mendaftarkan diri, 

taat aturan, paham pajak sehingga tidak 

menunggak pembayaran PBB 

menggambarkan bahwa masyarakat menyadari 

pentingnya partisipasi mereka membayar pajak 

dalam menunjang pembangunan dan 

penyelenggaraan negara karena semakin tinggi 

kesadaran maka pemahaman akan pajak 

semakin baik sehingga wajib pajak semakin 

patuh.  

Dalam teori Ajzen (1991) menyatakan 

bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku, termasuk kepatuhan pajak, 

dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan 

kontrol perilaku yang dirasakan. Salah satu 

faktor yang memengaruhi sikap adalah 

kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban 

pajak. Kesadaran mengenai kewajiban pajak 

dan dampaknya bagi kesejahteraan umum akan 

membentuk sikap positif terhadap kepatuhan 

pajak. Wajib pajak yang sadar akan 

peranannya dalam sistem perpajakan dan 

dampak positif pajak terhadap pembangunan 

negara akan lebih cenderung untuk memiliki 

sikap yang mendukung kepatuhan pajak. 



JURNAL  AKUNIDA ISSN 2442-3033 Volume 10 Nomor 2, Desember 2024 | 135 

 

Hal ini sesuai dengan penelitian Pravasanti 

(2020) dan Mumu, dkk (2020) menyatakan 

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh 

positif dan signfikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 

Sanksi Pajak  

Berdasarkan hasil uji t dalam penelitian ini 

bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

PBB. Hal ini menunjukkan wajib pajak akan 

memenuhi kewajiban perpajakannya bila 

memandang bahwa pelaksanaan sanksi 

perpajakan akan lebih banyak merugikannya. 

Semakin berat sanksi pajak maka semakin 

tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga 

wajib pajak lebih memilih patuh daripada 

terkena sanski.  

Allingham dan Sandmo (1972) 

berpendapat bahwa keputusan wajib pajak 

untuk mematuhi kewajiban perpajakannya 

dipengaruhi oleh dua faktor utama: perasaan 

risiko (probabilitas deteksi) dan sanksi yang 

dikenakan atas ketidakpatuhan. Semakin besar 

sanksi atau hukuman yang dikenakan jika 

wajib pajak tidak membayar pajak, semakin 

besar kemungkinan mereka untuk mematuhi 

kewajiban pajak mereka. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Rahayu 

(2017) dan Wijana, dkk (2021) menunjukan 

bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 

Sosialisasi Pajak 

Berdasarkan hasil pengujian dalam 

penelitian ini variabel sosialisasi pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib PBB. Hal ini menunjukkan 

sosialisasi yang dilakukan sudah mulai merata 

dilakukan oleh petugas pajak dan perangkat 

desa sehingga sebagian wilayah mulai 

terosialisasi pajak. Ini terjadi karena cara 

penyampaian sosialisasi pajak mudah 

dimengerti melalui program penyuluhan, berita 

di media sosial, spanduk di jalan raya ataupun 

adanya kegiatan kunjungan instansi ke tempat-

tempat umum sehingga masyarakat menjadi 

paham akan pentingnya pajak sudah mulai 

gencar dilakukan.  

Dalam teori social influence theory 

Kelman (1953), melalui sosialisasi yang luas 

dan menyeluruh, pemerintah dapat 

mengedukasi masyarakat tentang pentingnya 

membayar pajak, yang pada gilirannya dapat 

membentuk norma sosial bahwa membayar 

pajak adalah perilaku yang dapat diterima 

secara sosial. Jika sosialisasi ini menciptakan 

kesadaran bersama bahwa pajak adalah 

kewajiban yang penting bagi negara, 

masyarakat akan cenderung lebih patuh. 

Maka semakin baiknya sosialisasi pajak 

dilakukan maka kepatuhan akan  pajak 

semakintinggi, sesuai dengan penelitian 

Pravasanti (2020) dan Mumu, dkk (2020) 

menyatakan bahwa sosialisasi pajak 

berpengaruh positif dan signfikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak.   

 

KESIMPULAN 

Kepatuhan wajib pajak ini memiliki peran 

sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika 

pajak yang diperoleh negara tidak sesuai yang 

direncanakan, maka akan menghambat proses 

pembangunan negara. Berdasarkan hasil 

penelitian, keempat variabel dalam kepatuhan 

wajib pajak yaitu pelayanan Petugas Pajak, 

kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan 

sosialisasi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan secara simultan terhadap kepatuhan 

wajib pajak PBB pada Bapenda di Kota Bogor. 

Sedangkan secara parsial pelayanan Petugas 

Pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan 

sosialisasi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

PBB pada Bapenda di Kota Bogor. 
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